BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARISASI BENTUK PAGAR KANTOR DAN RUMAH DINAS

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

bahwa pelestarian serta pengembangan seni dan
kebudayaan  daerah  merupakan  kewajiban dan
tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan
masyarakat Kabupaten Sampang;

bahwa untuk melakukan pelestarian serta pengembangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah
Kabupaten Sampang membentuk ciri khas khususnya
bentuk pagar kantor dan rumah dinas milik Pemerintah
Kabupaten Sampang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standarisasi Bentuk Pagar Kantor dan

Rumah Dinas di Kabupaten Sampang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965
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tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247). sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6055);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2017
Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 28 /PRT/M /2016 tentang Pedoman Analisis
Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 9);
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Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten
Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2019 Nomor 13);

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Analisa
Harga  Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan
Pemerintah  Kabupaten  Sampang (Berita Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 54);

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sampang (Berita Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BENTUK
PAGAR KANTOR DAN RUMAH DINAS DI KABUPATEN
SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;

2
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4

. Dinas Teknis adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sampang;

5. Rumah Dinas adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai

tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta

menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri;

6. Kantor adalah tempat kerja yang didalamnya merupakan proses-proses

dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan,

pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian data;

7. Pagar adalah Sesuatu yang digunakan untuk membatasi (mengelilingi,

menyekat) pekarangan, tanah, rumah, kebun dan sebagainya;
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8. Standarisasi adalah bentuk dan ukuran bangunan pagar yang telah
ditetapkan sesuai peraturan Bupati ini;

9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa,
karsa, dan hasil karya masyarakat;

10.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang
dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan,
penyelamatan, dan publikasi;

11.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta

meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan ciri
khas Kabupaten Sampang;
(2) Standarisasi bentuk pagar kantor dan rumah dinas milik pemerintah
daerah mempunyai tujuan sebagai berikut :
a. untuk melestarikan seni dan budaya daerah; dan
b. mengembangkan nilai seni yang ada di masyarakat dengan memiliki

estetika dan fungsi,

BAB III
BENTUK DAN UKURAN

Pasal 3
(1) Standarisasi Ukuran Pagar (Kantor dan Rumah Dinas) di Kabupaten
Sampang disesuaikan dengan Luas lahan.
(2) Bentuk Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 41
Tahun 2014 tentang Standarisasi Bentuk Pagar Kantor Dan Rumah Dinas Di
Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Nomor 41 Tahun

2014) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 7 Oktober 2021
BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 7 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 42



